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1.1. [bookmark: _TOC_250002]Latar Belakang


Dalam rangka  mencapai  tujuan  jangka  menengah  Dinas KB PP PA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Kabupaten  Cilacap  Tahun  2017-2022,  Dinas KB PP PA telah menyusun perencanaan  pembangunan  setiap  tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas  KB  PP  PA . RKPD Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2022 adalah dokumen yang disusun mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD .
Seiring dengan dinamika yang terjadi saat ini berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19 yang  berdampak  luas  terhadap  kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diberbagai tingkatan, maka prioritas, kebijakan dan strategi yang  dijabarkan  ke  dalam  program  dan kegiatan Dinas KB PP PA Tahun  2022  perlu  dipertajam  dan diarahkan pada upaya percepatan  pemulihan  akibat  pandemi  Covid- 19 yang difokuskan pada pemulihan kondisi perekonomian daerah
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dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak langsung Covid-19. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan triwulan II Tahun 2022, Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dan prioritas pembangunan tahun 2022 yang mengalami hambatan karena terdampak Covid-19.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Tahun 2022 memuat kerangka ekonomi dan keuangan Dinas , target sasaran, prioritas, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Dinas KB PP PA . Perubahan Renja Tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, yaitu mewujudkan “Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata, Bangga Mbangun Desa”.

1.2. [bookmark: _TOC_250001]Landasan Hukum
Dasar  hukum  penyusunan  Perubahan  Rencana  Kerja  Dinas KB PP PA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

 (
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PERUBAHAN
 
RENJA
 
DINAS
 
KB
 
PP
 
PA
 
KABUPATEN
 
CILACAP TAHUN
 
2022
)
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang  Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2O19  tentang  Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor
63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  77 Tahun 2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun  2020  Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  serta  Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 153);
32. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 79 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 79);
33. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 87).
34. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 79 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud
1. Untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan DINAS KB PP PA Kabupaten Cilacap dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Cilacap dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja.
2. Menjaga konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah
3. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kinerja  Dinas  KB   PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

4. Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
5. Untuk menfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja dengan masyarakat maupun stakeholders.

Tujuan
1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap
2. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap dan berbagai komponen pembangunan berbasis peningkatan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
4. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

1.4. [bookmark: _TOC_250000]Sistematika Penulisan
Perubahan Renja Dinas KB PP PA Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KB PP PA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022
Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas KB PP PA sampai Triwulan II dan Isu isu Penting pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB lll RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KB  PP  PA
Memuat program dan kegiatan yang di fokuskan untuk menunjang capaian indikator. Rencana program dan kegiatan pada perubahan Renja tahun 2022.

BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaanya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaanya serta rencana tindak lanjut.

[bookmark: 6. BAB 2.1.pdf (p.21-22)]BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KB PP PA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022


2.1.  Evaluasi	Pelaksanaan	Renja	Dinas	KB	PP	PA	Sampai	Dengan Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi Rencana Kerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap dimaksud untuk menyajikan pengukuran kinerja program/kegiatan yang telah  dilaksanakan  oleh  Dinas KB PP PA  Kabupaten  Cilacap  tahun 2022 beserta dengan analisis permasalahannya.
Adapun tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas KB PP PA Triwulan II untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dan realisasi pencapaian target kinerja dalam melaksanakan program / kegiatan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi.
Berdasarkan  DPA Tahun  2022, Dinas KB PP PA  Kabupaten Cilacap mengelola belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp. 24.084.435.572,- yang dialokasikan untuk 9 program dan 23 kegiatan, realisasi penggunaan dana untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap  tahun  2022 Triwulan II dapat terealisasi sebesar Rp. 4.576.646.361,- atau 39,09 %.
Hasil evaluasi juga menunjukan  bahwa  kegiatan  – kegiatan ada yang belum terealisasi di tahun 2022 Triwulan II ini di sebabkan karena kegiatan yang sifatnya pertemuan karena sedang terjadi wabah. Ada beberapa kegiatan yang sudah  di  laksanakan  pada masa pandemi Covid 19 antara lain  yaitu kegiatan  Penyediaan  jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Pelayanan KIE.
Untuk pekerjaan fisik sebagaian sudah di laksanakan meskipun keuangannya belum terserap karena menggunakan pihak ketiga/rekanan. Sasaran program / kegiatan yang perlu ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya diantaranya adalah Pelayanan Administrasi Perkantoran, peningkatan pelayanan kesertaan peserta KB, melanjutkan kegiatan yang pada triwulan II yang belum terlaksana serta kegiatan – kegiatan yang digunakan untuk menunjang capaian indikator kinerja Dinas KB PP PA

 (
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PERUBAHAN
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DINAS
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PP
 
PA
 
KABUPATEN
 
CILACAP
 
TAHUN
 
2022
)
Kabupaten Cilacap terutama yang capaiannya pada tahun – tahun sebelumnya yang masih rendah. seperti Indikator Persentase Keluarga Sejahtera I, Prosentase angka pernikahan dini dan prosentase kekerasan terhadap anak. Selain itu perlu juga dievaluasi terkait dengan capaian indikator kinerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Triwulan II yang telah terealisasi, dimana dengan mengevaluasi indikator ini dapat ditentukan program-program / kegiatan – kegiatan yang perlu ditingkatkan anggarannya dalam rangka percepatan capaian indikator kinerja Dinas KB PP PA pada tahun 2022.
Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2022 Triwulan II, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2022 berdasarkan pada outcome setiap program sebagai berikut :

 (
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)
[bookmark: 7.Tabel 2.1.pdf (p.23-38)]Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap Sampai Triwulan II Tahun 2022

SKPD Dinas KB PP PA KAB. CILACAP
	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
	Rasio Program dan kegitan responsif gender di SKPD
	

%
	

100
	
	

83,01
	
	

100
	
	
	
	

83,01
	
	

83,01
	
	

83,01
	
	

83,01
	

	
	
	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan
	Jumlah Perencana dalam melaksanakan Pengarustamaan
Gender
	

Orang
	
	
	
	
	

280
	

200.000
	

280
	

85.000
	

-
	
	
	

33.581
	

-
	

33.581
	
	

	
	
	Evaluasi pelaksanaan PUG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender   (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	




Orang
	
	
	
	
	




1
	




125.000
	




1
	




50.000
	




0
	




0
	




0
	




0
	




-
	
	
	

	
	
	Pelatihan PPRG bagi Perencana SKPD
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	







Orang
	
	
	
	
	







53
	







75.000
	







53
	







35.000
	







0
	







0
	







0
	







33.581
	







-
	







33.581
	
	

	
	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	Persentase Perempuan yang menjadi calon anggota legislatif
	
	


22
	
	


39,72
	
	


22
	
	
	
	


39,72
	


0
	
	


72.850
	
	
	
	

	
	
	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan
	Jumlah Perempuan yang dilakukan pembinaan di bidang politik, ekonomi dan organisasi
	


Orang
	


1040
	


1.040
	
	
	


1040
	


577.000
	


1040
	


140.000
	
	


0
	


0
	


36.425
	


-
	


36.425
	
	



 (
PERUBAHAN
 
RENJA
 
DINAS
 
KB
 
PP
 
DAN
 
PA
 
KABUPATEN
 
CILACAP
 
TAHUN
 
2022
) (
12
)
	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,  Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten /Kota
	



Dokumen
	
	
	
	
	



4
	



392.000
	



4
	



60.000
	



0
	



0
	



1
	



10.125
	



1
	



10.125
	
	

	
	
	Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Kelompok Lohjinawi Desa Serang Kec.
Cipari (pokir)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	










OPD
	
	
	
	
	





10
	





185.000
	





10
	





80.000
	





0
	





0
	





3
	





26.300
	





3
	





26.300
	
	

	
	
	Pembinaan organisasi perempuan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan
	

%
	

0,00025
	
	

0,00010
	
	

0,00025
	
	
	
	

0,0001
	
	

0,0001
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah peserta pencegahan dan penanggulangan Tindak Perdagangan orang (TPPO)
	

Orang
	
	
	
	
	

210
	

26.000
	

210
	

96.875
	

0
	

0
	

0
	

384.070
	

-
	

384.070
	
	

	
	
	Rakor Gugus Tugas TPPO (orang)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	










Dokumen
	
	
	
	
	










1
	










10.000
	










1
	










80.875
	










0
	










0
	










0
	










0
	










-
	
	
	

	
	
	Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor TPPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pelaksanaan Promosi KIE Pencegahan TPPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pengembangan Jejaring dengan Lembaga Masyarakat dalam Pencegahan TPPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pengembangan Materi KIE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Pencegahan dan Penanggulanga n Tindak Pidana Perdagangan Orang
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan KewenanganKabupat en/Kota
	



OPD
	
	
	
	
	



53
	



16.000
	



80
	



16.000
	



0
	



0
	



0
	



0
	



-
	
	
	

	
	
	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan
	Jumlah perempuan yang dibina dalam ketrampilan dan berwirausaha
	

Orang
	
	
	
	
	

150
	

910.000
	

150
	

706.711
	

0
	

0
	

0
	

0
	

-
	
	
	

	
	
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Korban KDRT
(orang)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi  Perempuan Korban KekerasanKewenanga n Kabupaten/Kota
	




Laporan
	
	
	
	
	




2
	




160.000
	




2
	




25.036
	




0
	




0
	




0
	




0
	




-
	
	
	

	
	
	Fasilitasi organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP TKI Kab.
Cilacap
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	



Kegiatan
	
	
	
	
	



1
	



750.000
	



16
	



681.675
	



0
	



0
	



8
	



384.070
	
	
	
	

	
	
	Program Peningkatan Kualitas
Keluarga
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA
	Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan
	
%
	
0,00025
	
	
0,00010
	
	
0,00025
	
	
	
	
0,0001
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
Tingkat Daerah
	Jumlah Peserta pembinaan dan sosialisasi dalam mewujudkan kesetaraan Gender
dan Hak anak
	

Orang
	
	
	
	
	

1800
	

370.000
	

1800
	

215.000
	

0
	

33.940
	

0
	

18.409
	

-
	

52.349
	
	

	
	
	Gerakan Sayang Ibu (Orang)
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia
	







Kegiatan
	
	
	
	
	







2
	







195.000
	







2
	







100.000
	







0
	







0
	







0
	







0
	





-
	
	
	

	
	
	Sosialisasi Perlindungan Anak dan Perempuan Melalui Pengadaan Kelengkapan KIE Gender dan Anak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Sosialisasi UU PA, PKDRT dan
Pornografi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-
	
	
	

	
	
	Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga TKI
(orang)
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah	Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	







Laporan
	
	
	
	
	







2
	







175.000
	







2
	







115.000
	
	







33.940
	







0
	







18.409
	







-
	







52.349
	
	

	
	
	Capacity Building bagi Ibu Rumah Tangga penyandang ODHA
(Kegiatan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pembentukan Puspaga (Kegiatan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anak
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kab, Kecamatan dan
Kelurahan)
	

%
	

19,37
	
	

44,80
	
	

19,37
	
	
	
	

44,80
	
	

44,80
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan
	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak anak (PHA) yang
terfasilitasi
	
Lembaga
	
	
	
	
	
3
	
323.000
	
3
	
152.313
	
0
	
0
	
0
	
71.501
	
-
	
71.501
	
	

	
	
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Bintek KHA ( Kovensi Hak Anak ) (Orang)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan  Dunia  Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan   Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
	









Organsasi
	
	
	
	
	









7
	









275.000
	









2
	









105.000
	









0
	









0
	









0
	









54.999
	









-
	









54.999
	
	

	
	
	Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Citra
(orang)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Pembentuk Gugus Tugas KLA Tk.
Kecamatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah		Dokumen Hasil	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	



Dokumen
	
	
	
	
	



1
	



48.000
	



1
	



47.313
	



0
	



0
	



0
	



16.502
	



-
	



16.502
	
	

	
	
	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
	Jumlah pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
	


Kegiatan
	
	
	
	
	


6
	


345.000
	


6
	


285.000
	
	


0
	


0
	


0
	


-
	
	
	

	
	
	Pemenuhan Hak Anak melalui penyediaan taman bermain anak tingkat kecamatan (kegiatan)
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas   Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah     Anak
yang   Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	



Lokasi
	
	
	
	
	



50
	



150.000
	



5
	



100.000
	



0
	



0
	



0
	



0
	



-
	
	
	

	
	
	Pelatihan Kepemimpinan Anak Desa Segaralangu Kec.Cipari (Pokir)
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas   Hidup Anak  Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan   Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	









Dokumen
	
	
	
	
	








2
	








135.000
	








2
	








125.000
	








0
	








0
	








0
	








0
	








-
	
	
	

	
	
	Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tk. Kabupaten Cilacap (Kegiatan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pendirian Telepon Sahabat Anak (Tesa) (kegiatan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	`Peningkatan / pembinaan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak ( P2TP2A )
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak    Kewenangan Kabupaten /Kota
	



Dokumen
	
	
	
	
	



2
	



60.000
	



2
	



60.000
	



0
	



0
	



0
	



0
	



-
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kab, Kecamatan dan
Kelurahan)
	

%
	

19,37
	
	

44,80
	
	

19,37
	

60.000
	
	
	

44,80
	
	

44,80
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
	
	


Keluarga
	
	
	
	
	


250
	


50.000
	


250
	


41.200
	
	


0
	
	


0
	
	
	
	

	
	
	Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	



Orang
	
	
	
	
	



220
	



50.000
	



220
	



41.200
	



0
	



0
	



0
	



0
	



-
	
	
	

	
	
	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat
	Jumlah peserta pembinaan dan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
	


Orang
	
	
	
	
	


290
	


60.000
	


290
	


322.044
	


0
	


0
	


0
	


0
	
	
	
	

	
	
	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat  bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	




Pelayanan
	
	
	
	
	




54
	




60.000
	




54
	




60.000
	




0
	




0
	




0
	




0
	




-
	
	
	

	
	
	Kegiatan Pelayanan KtPA/ TPPO
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
	





Kegiatan
	
	
	
	
	





3
	
	





3
	





262.044
	





0
	





0
	





0
	





0
	





-
	
	
	

	
	
	Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anak
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak
yang Memerlukan
	Jumlah Forum Anak dan Gugus Tugas Perlindungan Anak yang terbentuk
	

Kelompok
	
	
	
	
	

26
	

537.600
	

26
	

171.806
	

0
	

0
	

0
	

0
	
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Fasilitasi Perlindungan Anak Melalui Forum Anak Kabupaten (Kegiatan)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganKabupat en/Kota
	
	
	
	
	
	












26
	












537.600
	
	












171.806
	












0
	












0
	












0
	












0
	












-
	
	
	

	
	
	Pelatihan Konselor Sebaya Bagi Forum Anak Kabupaten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Forum Anak Tingkat Kecamatan (orang)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dukungan Managemen Pelaksanaan DAK NF PPPA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan
	

bulan
	
	
	
	
	

12
	

5.286.207
	
	

5.197.484
	

3
	

926.534
	

3
	

990.850
	
	
	
	

	
	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
	

bulan
	
	
	
	
	

12
	

5.286.207
	

12
	

5.197.484
	

3
	

926.534
	

3
	

990.850
	

6
	

1.917.383
	
	

	
	
	Program Pencanangan dan Pelaporan Kinerja
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	
	

Dokumen
	
	
	
	
	

7
	

40.000
	

7
	

37.453
	

0
	

4.008
	

1
	

8.150
	
	
	
	

	
	
	Penyusunan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas KB PP dan PA (Dokumen)
	

Dokumen
	
	
	
	
	

4
	

25.000
	

4
	

22.790
	

3
	

4.008
	

3
	

8.150
	

6
	

12.158
	
	

	
	
	Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP
(Dokumen)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SAKIP (Dokumen)
	


Dokumen
	
	
	
	
	


3
	


15.000
	


3
	


14.663
	


3
	


0
	


0
	


0
	


3
	


0
	
	

	
	
	Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	
	
bulan
	
	
	
	
	
	
952.088
	
12
	
664.337
	
3
	
131.364
	
3
	
122.876
	
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Penyediaan alat tulis kantor (bulan)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan)
	

bulan
	
	
	
	
	

12
	

126.088
	

12
	

126.088
	

3
	

20.468
	

3
	

22.569
	

6
	

43.037
	
	

	
	
	Penyediaan makanan dan minuman (bulan)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Tersedianya Makan Minum Rapat, Karyawan dan Tamu (bulan)
	

bulan
	
	
	
	
	

12
	

355.000
	

12
	

321.330
	

3
	

27.254
	

3
	

75.827
	

6
	

103.081
	
	

	
	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (bulan)
	

bulan
	
	
	
	
	

12
	

51.000
	

12
	

51.000
	

3
	

1.900
	

3
	

6.517
	

6
	

8.417
	
	

	
	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan KonsultasiLuar dan Dalam   Daerah (bulan)
	


bulan
	
	
	
	
	


12
	


420.000
	


12
	


165.920
	


3
	


81.742
	


3
	


17.963
	


6
	


99.705
	
	

	
	
	Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
	
	
bulan
	
	
	
	
	
12
	
1.268.062
	
12
	
1.011.682
	
3
	
215.381
	
3
	
193.412
	
	
	
	

	
	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (b)
	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
(bulan)
	

bulan
	
	
	
	
	

12
	

344.526
	

12
	

344.526
	

3
	

74.793
	

3
	

54.055
	

6
	

128.848
	
	

	
	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Penyediaan jasa administrasi keuangan (bulan)
	Terbayarnya Jasa Honorarium PNS dan Non PNS
(bulan)
	

bulan
	
	
	
	
	

12
	

923.536
	

12
	

667.156
	

3
	

140.589
	

3
	

139.357
	

6
	

279.946
	
	

	
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
	
	

unit
	
	
	
	
	

263
	

843.932
	

263
	

539.182
	

0
	

51.536
	

3
	

76.594
	
	
	
	

	
	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal
(unit)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Terpeliharanya Sarana Prasarana Dinas KB PP dan PA - Kendaraan Roda 4
dan Roada 2 (unit)
	



unit
	
	
	
	
	



40
	



525.000
	



40
	



393.750
	



3
	



43.761
	



3
	



70.029
	



6
	



113.790
	
	

	
	
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor (unit)
	Pemeliharaan Mebel
	Terpeliharanya Peralatan dan mesin Gedung Kantor
	

unit
	
	
	
	
	

94
	

15.000
	

94
	

15.000
	

3
	

0
	

0
	

0
	

3
	
	
	

	
	
	Pemeliharaan rutin/ berkala (unit)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Terpeliharanya gedung kantor dan Gudang Alokon
	
unit
	
	
	
	
	
65
	
103.932
	
65
	
55.432
	
3
	
7.775
	
3
	
6.565
	
6
	
14.340
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Rehab Gedung Kantor Dinas KB, PP dan PA (paket)
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	
	

m
	
	
	
	
	

20
	

200.000
	

20
	

75.000
	

3
	

0
	

0
	

0
	

3
	
	
	

	
	
	Program Pengendalian Penduduk
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	Menurunnya persentase Usia Kawin Pertama yang istrinya di bawah usia 20 tahun
	

%
	

20,2
	

0
	

19,36
	
	

20,2
	

91.500
	
	
	

19,36
	
	

19,36
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan
Pemerintah Daerah
	Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang
tersusun
	
	
	
	
	
	

1
	

91.500
	

1
	

73.250
	

0
	

0
	

0
	

0
	
	
	
	

	
	
	Pembentukan Kelompok Siaga Kependudukan
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
	Jumlah      Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur     Informal    di KelompokKegiatan Masyarakat Binaan
	



Dokumen
	
	
	
	
	



1
	



40.000
	



1
	



25.000
	



0
	



0
	



0
	



0
	



-
	
	
	

	
	
	Rakerda Bidang KB
(orang)
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
	


laporan
	
	
	
	
	


1
	


51.500
	


1
	


48.250
	


0
	


0
	


0
	


0
	


-
	
	
	

	
	
	Rakor pengendalian penduduk (Kegiatan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan
Daerah
	Jumlah Dokumen Pendataan Bangga Kencana yang
tersusun
	
	
	
	
	
	
	
	
1
	
227.740
	
0
	
29.596
	
0
	
22.832
	
	
	
	

	
	
	Biaya cetak Data Keluarga (berisiko stunting)
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
	

Dokumen
	
	
	
	
	

1
	
	

1
	

52.540
	

0
	

0
	

0
	

0
	

-
	
	
	

	
	
	Dukungan SIGA (Paket data komunikasi di Balai Penyuluhan) (KIE
Manajemen)
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
	Jumlah     Dokumen Pengolahan  dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
	




Dokumen
	
	
	
	
	




1
	
	
	




175.200
	




1
	




29.596
	




0
	




22.832
	




1
	




52.428
	
	

	
	
	Dukungan Manajemen(KIE Manajemen)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Program Keluarga
Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA
	Persentase jumlah peserta KB/CPR
	
	
74,71
	
2.780.000
	
67,13
	
	
74,71
	
2.179.250
	
	
	
67,13
	
	
67,13
	
	
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian
	Jumlah layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga
Kencana
	

layanan
	
	
	
	
	
	

4.050.627
	

58
	

1.905.865
	

0
	

139.900
	

0
	

49.750
	
	
	
	

	
	
	Pembinaan
	Advokasi Program
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders
dan Mitra Kerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keluarga
	KKBPK kepada
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Berencana
	Stakeholders dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(Kegiatan)
	Mitra Kerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dukungan
	
	
	Organiasi
	
	
	
	
	7
	223.200
	26.800
	223.825
	0
	26.800
	0
	24.738
	-
	51.538
	
	

	
	
	Advokasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Program
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bangga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kencana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pelayanan KIE
	Komunikasi,
	Jumlah Dokumen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Program KKBPK
	Informasi dan
	Komunikasi,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	mengunakan
	Edukasi (KIE)
	Informasi dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MUPEN
	Program KKBPK
	Edukasi (KIE)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	sesuai Kearifan
	Program Bangga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Budaya Lokal
	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)     Sesuai Kearifan BudayaLokal
	





Dokumen
	
	
	
	
	





1
	





1.883.250
	





1
	





190.000
	





0
	





0
	





0
	





0
	





-
	
	
	

	
	
	Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Orientasi KB Bagi Ormas
Keagamaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(Kegiatan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dukungan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bahan media
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KIE (momentum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dan kearifan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	lokal) DAK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BOKB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dukungan
	
	Promosi dan KIE
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bahan media
	
	Program KKBPK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KIE (media
	
	Melalui Media
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	cetak)
	
	Massa Cetak dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Elektronik serta Media Luar Ruang
	
	Dokumen
	
	
	
	
	2
	261.000
	2
	70.640
	0
	0
	0
	0
	-
	
	
	

	
	
	Dukungan
bahan media
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KIE (media
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	elektronik dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tradisional)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
	
	



Jenis
	
	
	
	
	



5
	



35.000
	



5
	



35.000
	



0
	



0
	



0
	



0
	



-
	
	
	

	
	
	Mini lokakarya Kecamatan(stu nting)
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	








Laporan
	
	
	
	
	








2
	
	








2
	








374.400
	








0
	








0
	








0
	








49.750
	








-
	








49.750
	
	

	
	
	Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB (BOKB)(DAK)
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
	





Laporan
	
	
	
	
	





1
	





1.648.177
	





1
	





972.000
	





0
	





113.100
	





0
	





36.400
	





-
	





149.500
	
	

	
	
	Audit kasus Stunting
	Pengendalian Program KKBPK
	Jumlah      Laporan Hasil    Pengendalian Program KKBPK
	

Laporan
	
	
	
	
	

1
	
	

1
	

40.000
	

0
	
	

0
	
	

-
	
	
	

	
	
	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB)
	Jumlah Tenaga Penyuluh KB / Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD)
yang terfasilitasi
	
	
	
	
	
	
	

915.000
	

300
	

2.278.200
	

0
	

0
	

0
	

202.170
	
	
	
	

	
	
	Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	Jumlah      Kader yang  Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)
	
	Pedesaan (IMP)
	Orang
	
	
	
	
	305
	915.000
	305
	2.278.200
	0
	0
	0
	202.170
	-
	202.170
	
	

	
	
	Program
Keluarga Berencana
	PROGRAM
PEMBINAAN KELUARGA
	Persentase Un Met Need
	
	
10
	
	
15,46
	
	
10
	
	
	
	
15,46
	
	
15,46
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
	Jumlah Klinik
Keluarga Berencana (KKB) yang terfasilitasi
	
KKB
	
	
	
	
	
56
	
2.887.258
	
56
	
3.488.584
	
0
	
11.086
	
0
	
229.519
	
	
	
	

	
	
	Operasional
Distribusi Alokon (BOKB)(DAK)
	Pengendalian dan
pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya
	Jumlah Laporan
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan  Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	




Laporan
	
	
	
	
	




1
	
	




1
	




24.300
	




0
	




3.090
	




0
	




1.900
	




-
	




4.990
	
	

	
	
	Kegiatan Bintek Pengelolaan Alokon di KKB
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode kontrasepsi Jangka Panjang  (MKJP)
	Jumlah       Orang yang   Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  (MKJP)
	






orang
	
	
	
	
	






10550
	






35.500
	






10550
	






3.010.723
	






0
	






3.646
	






0
	






220.981
	






-
	






224.627
	
	

	
	
	Biaya penggerakan pelayanan KB MKJP (IUD,
Implant, MOP, MOW)dan Operasional Pencabutan Implant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
	


Laporan
	
	
	
	
	


1
	


45.000
	


1
	


34.500
	


0
	


0
	


0
	


0
	


-
	
	
	

	
	
	Pengadaan Obat Efek Samping Kontrasepsi
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB
	






Unit
	
	
	
	
	






8
	






131.418
	






8
	






67.596
	






0
	






0
	






0
	






0
	






-
	
	
	

	
	
	Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit (DAK FISIK)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Pengadaan Minilaparotomi
/Tubectomy Set (DAK FISIK)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Faskes (BOKB)(DAK)
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	




Laporan
	
	
	
	
	




1
	




29.700
	




1
	




3.000
	




0
	




0
	




0
	




0
	




-
	
	
	

	
	
	Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB Tingkat Kabupaten Cilacap
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	



Orang
	
	
	
	
	



162
	



133.050
	



162
	



15.000
	
	



4.350
	
	



2.950
	



-
	



7.300
	
	

	
	
	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (Akseptor)
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	Jumlah	Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	



Laporan
	
	
	
	



1
	
	



2.459.050
	



1
	



308.900
	



0
	



0
	



0
	



0
	



-
	
	
	

	
	
	Dukungan pelayanan KB MOW/MOP
(Akseptor)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Promosi pelayanan KHIBA
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
	Jumlah      Orang yang  Mengikuti Promosi    dan Konseling  KB Pasca    Persalinan dan    Pasca Keguguran
	


Orang
	
	
	
	
	


370
	


53.540
	


370
	


24.565
	


0
	


0
	


0
	


5.588
	


-
	


5.588
	
	

	
	
	Program
Keluarga Berencana
	PROGRAM
PEMBINAAN KELUARGA
	Persentase jumlah peserta KB/CPR
	
	
74,71
	
	
67,13
	
	
74,71
	
1.934.400
	
	
	
67,13
	
	
67,13
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
	Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
	



Kampung KB
	
	
	
	
	
	



1.335.765
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2.886.750
	



0
	



0
	



0
	



488.290
	
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Pelayanan KIE KB Melalui Kelompok Masyarakat / Lembaga (Kampung KB)
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,    dan Keluarga
Berencana)    di Kampung KB
	





Kampung KB
	
	
	
	
	






163
	






1.335.765
	






163
	






2.886.750
	






0
	






0
	






0
	






488.290
	






-
	






488.290
	
	

	
	
	Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB (BOKB)(DAK)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	Persentase desa/Kelurahan yang memiliki Tribuna Keluarga Berencana Aktif
	
	


75
	
	


93
	
	


75
	


644.800
	
	
	


93
	
	


93
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
	Jumlah peserta pembinaan dan Pelatihan Tribina (BKB,BKR,BKL)
	


Orang
	
	
	
	
	


1264
	


644.800
	


1264
	


8.568.125
	


70
	


26.712
	


0
	


8.100
	
	
	
	

	
	
	Kegiatan Pembinaan Kelompok BKL Melalui Pemilihan Kelompok BKL Teladan
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga  Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk
	










Orang
	
	
	
	
	










180
	










68.400
	










180
	










35.000
	










100
	










26.712
	










50
	










8.100
	
	
	
	

	
	
	Pengadaan Kartu Kembang Anak
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK FISIK)
	Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	
Unit
	
	
	
	
	
15
	
216.000
	
15
	
290.000
	
0
	
0
	
0
	
0
	
-
	
-
	
	

	
	
	Pengadaan Kit Siap Nikah Anti Stunting (DAK FISIK)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pembinaan Kelompok BKB Melalui Pemilihan Kelompok BKB Teladan
	Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	





Laporan
	
	
	
	
	





1
	





360.400
	





1
	





38.025
	





0
	





0
	





0
	





0
	





-
	
	
	

	
	
	Operasional Pendampingan Calon Pengantin di desa
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	










Paket
	
	
	
	
	










0
	
	










50328
	










8.205.100
	










0
	










0
	










0
	










0
	










-
	










-
	
	

	
	
	Operasional Pendampingan Ibu Hamil di desa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Operasional Pendampingan Pascapersalinan di desa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Operasional Survailance Stunting tingkat desa (paket data untuk pelaporan)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Aktif
	
	


60
	


840.000
	


70
	
	


60
	
	
	
	


70
	
	


70
	
	
	
	
	



	


No
	

Kode Reke ning
	Program
/Kegiatan RKPDPermend agri 13 Th.
2006
	Program /Kegiatan
/Sub Kegiatan Permendagri 050-
3708 Th. 2020
	Indikator Kinerja Program dan sub kegiatan
	


satuan
	Target Akhir Renstra  2017 s/d
2022 Pada Tahun
2022
	Realisas Capaian kinerja Renstra PD
s.d Renja Tahun 2021
	
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)
	Realisasi Kinerja Pada Triwulan
	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	

	
	
	
	
	
	
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	Rp (Ribu) Renja
	
K
	Rp (Ribu) DPA
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)
	
K
	
Rp (Ribu)

	
	
	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Jumlah peserta pengembangan PIK R, UPPKS, saka Kencana dan Genre
	





Orang
	
	
	
	
	





321
	





337.140
	





321
	





95.675
	





0
	





3.500
	





0
	





3.523
	
	
	
	

	
	
	Fasilitasi Pelayanan KRR Melalui Revitalisasi Saka Kencana
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	








laporan
	
	
	
	
	








1
	








44.000
	








1
	








30.000
	








0
	








0
	








0
	








3.523
	








-
	








3.523
	
	

	
	
	Pembinaan PIK R melalui Pemilihan Kelompok Pik R Teladan (kelompok)
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	







Organisasi
	
	
	
	
	







24
	







293.140
	







24
	







65.675
	







0
	







3.500
	







0
	







0
	







-
	







3.500
	
	

	
	
	Pengembangan Proram Genre melalui Pemilihan Duta Genre (kelompok)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.2 [bookmark: 8. BAB 2.2.pdf (p.39)][bookmark: 8. BAB 2.2.pdf (p.39)]Isu-Isu   penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas KB PP PA

Isu – isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas	KB PP PA	dapat diuraikan sebagai berikut :
· Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Masih	kurangnya	kesadaran	masyarakat	dalam	rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari tingginya unmet need
b. Masih tingginya angka kelahiran remaja
c. Belum tersusunnya kebijakan dan pemetaan pertumbuhan penduduk serta pengembangan keluarga
d. Masih kurangnya tenaga Petugas	Lapangan KB, 73 PKB mengampu 284 desa / Kelurahan
e. Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
f. Masih tingginya angka unmeet need KB yaitu 15,46%

· Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Laporan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya meningkat
b. Masih rendahnya pemahaman pengarasutamaan gender (PUG) di Kabupaten Cilacap
c. Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO),
d. Rencana Aksi Nasional Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak,
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[bookmark: 9. BAB 3.pdf (p.40-41)]BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN




Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana  Kerja  Dinas  KB PP PA	Kabupaten  Cilacap	Tahun	2022	maka	diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas		KB  PP  PA	Kabupaten  Cilacap  Tahun  2022	ada  beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya  antara lain  : (1). UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan negara dan UU No. 25/2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2). Ketersediaan     data     dan     infomasi	kebutuhan  penyusunan rumusan kebijakan perencanaan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
(3). Menganalisa indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas KB  PP  PA Kabupaten  Cilacap  serta  RPJMD  Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
(4). Penerapan  anggaran kinerja dalam rangka  peningkatan   efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
(5). Ketersediaan pranata, sarana dan prasarana dalam  perencanaan Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap
(6). Adanya	sumber-sumber	pendanaan	yang	dipergunakan	untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan Dinas KB, PP dan PA.
Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2022 adalah sebagai berikut
:
(1). Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2022 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (budgeting).
(2). Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 9 program .
(3). Jumlah  Kegiatan  yang  dilaksanakan  tahun  2022  adalah sebanyak 23 kegiatan yang terdiri dari 9 Program
(4). Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program

 (
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PERUBAHAN
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KB
 
PP
 
PA
 
KABUPATEN
 
CILACAP TAHUN
 
2022
)
/ Kegiatan  Renja  P e r u b a h a n Dinas KB  PP  PA Kabupaten Cilacap Tahun 2022 secara total sebesar Rp. 29.198.915.404,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Cilacap dan DAK Bidang Keluarga Berencana.

Rencana  Renja  Perubahan  Dinas	KB PP PA	Kabupaten Cilacap yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

 (
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[bookmark: 10. Tabel 3.1.pdf (p.42-55)]Tabel.3.1
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Tahun 2022


	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8	9
	10
	11
	12	13

	
	
	
	
	
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	2
	
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	20.280.567.330
	29.379.515.718
	29.198.915.404
	

	2
	08
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.884.036.400
	2.215.948.900
	2.218.928.900
	
	

	
2
	
08
	
2
	
	
	PROGRAM PENGARUS
UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
	Rasio Program dan
kegitan responsif gender di SKPD
	Rasio Program dan
kegitan responsif gender di SKPD
	
100
	
100
	
	
	
85.000.000
	
85.000.000
	
85.000.000
	
0
	

	
2
	
08
	
2
	
201
	
	Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Perencana dalam
melaksanakan Pengarustamaan Gender
	Jumlah Perencana
dalam melaksanakan Pengarustamaan Gender
	
280
	
280
	
Kab. Cilacap
	
APBD
	
85.000.000
	
85.000.000
	
85.000.000
	
0
	

	



2
	



08
	



2
	



201
	



02
	Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasill
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan      Gender (PUG)   Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen
Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender     (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	



1
	



1
	


Kab. Cilacap
	



APBD
	



50.000.000
	



50.000.000
	



50.000.000
	



0
	

	





2
	





08
	





2
	





201
	





04
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan      Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	





53
	





53
	




Kab. Cilacap
	





APBD
	





35.000.000
	





35.000.000
	





35.000.000
	





0
	

	
2
	
08
	
2
	
	
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Persentase Perempuan yang menjadi calon anggota legislatif
	Persentase Perempuan yang menjadi calon anggota legislatif
	
22
	
22
	
	
	
140.000.000
	
140.000.000
	
240.000.000
	
100.000.000
	

	

2
	

08
	

2
	

202
	
	Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
	
Jumlah Perempuan yang dilakukan pembinaan di bidang politik, ekonomi dan organisasi
	Jumlah Perempuan yang dilakukan pembinaan di bidang politik, ekonomi dan organisasi
	

1040
	

2972
	
Kab. Cilacap
	

APBD
	

140.000.000
	

140.000.000
	

240.000.000
	

100.000.000
	



 (
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Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	





2
	





08
	





2
	





202
	





01
	



Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten
/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten /Kota
	





4
	





5
	




Kab. Cilacap
	





APBD
	





60.000.000
	





60.000.000
	





160.000.000
	





100.000.000
	
penambahan anggaran untuk mengakomodir pekerjaan Pelatihan dan Peningkatan kualitas hidup perempuan bagi Fatayat dan Muslimat NU

	





2
	





08
	





2
	





202
	





02
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender  (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	





10
	





10
	




Kab. Cilacap
	





APBD
	





80.000.000
	





80.000.000
	





80.000.000
	





0
	

	2
	08
	3
	
	
	PROGRAM
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan
	
	0,00025
	0,00025
	
	
	801.036.400
	803.586.400
	803.586.400
	0
	

	
2
	
08
	
3
	
201
	
	Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah peserta
pencegahan dan penanggulangan Tindak Perdagangan orang (TPPO)
	Jumlah peserta
pencegahan dan penanggulangan Tindak Perdagangan
orang (TPPO)
	
210
	
210
	
Kab. Cilacap
	
APBD& DAK
	
26.000.000
	
96.875.000
	
96.875.000
	
0
	

	




2
	




08
	




3
	




201
	




01
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan  Kebijakan,   Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	




1
	




1
	



Kab. Cilacap
	



APBD& DAK
	




10.000.000
	




80.875.000
	




80.875.000
	




0
	



	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	



2
	



08
	



3
	



201
	



02
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan   Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan KewenanganKabupaten/Kot a
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan KewenanganKabupaten
/Kota
	



53
	



53
	


Kab. Cilacap
	



APBD
	



16.000.000
	



16.000.000
	



16.000.000
	



0
	

	
2
	
8
	
3
	
203
	
	Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
	Jumlah perempuan yang dibina dalam ketrampilan dan berwirausaha
	Jumlah perempuan yang dibina dalam ketrampilan dan
berwirausaha
	
150
	
150
	
Kab. Cilacap
	
APBD
	
775.036.400
	
706.711.400
	
706.711.400
	
0
	

	



2
	



8
	



3
	



203
	



01
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban KekerasanKewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana   Layanan bagi   Perempuan Korban KekerasanKewenangan Kabupaten/Kota
	



2
	



2
	


Kab. Cilacap
	



APBD
	



25.036.400
	



25.036.400
	



25.036.400
	



0
	

	



2
	



8
	



3
	



203
	



04
	Penguatan   Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	



1
	



1
	


Kab. Cilacap
	



APBD
	



750.000.000
	



681.675.000
	



681.675.000
	



0
	

	
2
	
8
	
4
	
	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan
	Rasio Korban
Kekerasan terhadap perempuan
	
0,00025
	
0,00025
	
	
	
215.000.000
	
215.000.000
	
160.000.000
	
-55.000.000
	
Refocusing

	

2
	

8
	

4
	

201
	
	Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
	Jumlah Peserta
pembinaan dan sosialisasi dalam mewujudkan kesetaraan  Gender dan Hak anak
	Jumlah Peserta
pembinaan dan sosialisasi dalam mewujudkan kesetaraan Gender
dan Hak anak
	

1800
	

1800
	
Kab. Cilacap
	

APBD
	

215.000.000
	

215.000.000
	

160.000.000
	

-55.000.000
	

Refocusing

	



2
	



08
	



4
	



201
	



02
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia
	Jumlah Komunikasi, Informasi,  Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia
	



2
	



1
	


Kab. Cilacap
	



APBD
	



100.000.000
	



100.000.000
	



75.000.000
	



-25.000.000
	



Refocusing



	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	


3
	


08
	


4
	


201
	


03
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah	Laporan Pengembangan			Kegiatan Masyarakat	untuk Peningkatan		Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah		Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk	Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	


2
	


1
	


Kab. Cilacap
	


APBD
	


115.000.000
	


115.000.000
	


85.000.000
	


-30.000.000
	


Refocusing

	
2
	
8
	
6
	
	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kab, Kecamatan dan Kelurahan)
	Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kab, Kecamatan dan Kelurahan)
	
19,37
	
19,37
	
	
	
438.000.000
	
437.312.500
	
400.292.500
	
-37.020.000
	
Refocusing

	
2
	
8
	
6
	
201
	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha Kewenangan
	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak anak (PHA) yang terfasilitasi
	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak anak (PHA) yang
terfasilitasi
	
3
	
3
	
Kab. Cilacap
	
APBD
	
153.000.000
	
152.312.500
	
152.312.500
	
0
	

	




2
	




08
	




6
	




201
	




01
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha  yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
	




7
	




7
	




Kab. Cilacap
	




APBD
	




105.000.000
	




105.000.000
	




105.000.000
	




0
	

	


2
	


08
	


6
	


201
	


02
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah		Dokumen Hasil	Koordinasi	dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah		Dokumen Hasil	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	


1
	


1
	

Kab. Cilacap
	


APBD
	


48.000.000
	


47.312.500
	


47.312.500
	


0
	

	
2
	
8
	
6
	
202
	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
	Jumlah pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak
	Jumlah pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak
	
6
	
6
	
Kab. Cilacap
	
APBD
	
285.000.000
	
285.000.000
	
247.980.000
	
-37.020.000
	

	

2
	

08
	

6
	

202
	

01
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah       Anak     yang Mendapatkan      Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah      Anak     yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	

50
	

50
	

Kab. Cilacap
	

APBD
	

100.000.000
	

100.000.000
	

100.000.000
	

0
	



	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	




2
	




08
	




6
	




202
	




03
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	




2
	




1
	



Kab. Cilacap
	




APBD
	




125.000.000
	




125.000.000
	




87.980.000
	




37.020.000
	




Refocusing

	


2
	


08
	


6
	


202
	


04
	Penguatan   Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota
	


2
	


2
	


Kab. Cilacap
	


APBD
	


60.000.000
	


60.000.000
	


60.000.000
	


0
	

	
2
	
8
	
7
	
	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kab, Kecamatan dan Kelurahan)
	Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kab, Kecamatan dan Kelurahan)
	
19,37
	
19,37
	
	
	
205.000.000
	
535.050.000
	
530.050.000
	
-5.000.000
	

	

2
	

8
	

7
	

201
	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
	

250
	

250
	

Kab. Cilacap
	

DAK
	

50.000.000
	

41.200.000
	

41.200.000
	

0
	

	


2
	


08
	


7
	


201
	


02
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	


1
	


1
	

Kab. Cilacap
	


DAK
	


50.000.000
	


41.200.000
	


41.200.000
	


0
	

	

2
	

8
	

7
	

202
	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah    peserta pembinaan     dan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
	Jumlah peserta pembinaan dan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
	

290
	

290
	

Kab. Cilacap
	

APBD& DAK
	

60.000.000
	

322.044.000
	

317.044.000
	

-5.000.000
	



	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	


2
	


08
	


7
	


202
	


01
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Tersedianya Layanan Pengaduan  Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	


54
	


50
	


Kab. Cilacap
	


APBD
	


60.000.000
	


60.000.000
	


55.000.000
	


-5.000.000
	

	




2
	




8
	




7
	




202
	




02
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi  bagi  Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah    Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
	




3
	




3
	



Kab. Cilacap
	




DAK
	




0
	




262.044.000
	




262.044.000
	




0
	

	
2
	
8
	
7
	
203
	
	Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
	Jumlah Forum Anak dan Gugus Tugas Perlindungan Anak yang terbentuk
	Jumlah Forum Anak dan Gugus Tugas Perlindungan Anak
yang terbentuk
	
26
	
26
	
Kab. Cilacap
	
APBD& DAK
	
95.000.000
	
171.806.000
	
171.806.000
	
0
	

	





2
	





08
	





7
	





203
	





02
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganKabupaten/Kot a
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganKabupaten
/Kota
	





1
	





1
	




Kab. Cilacap
	




APBD&DA K
	





95.000.000
	





171.806.000
	





171.806.000
	





0
	

	2
	14
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	18.396.530.930
	27.163.566.818
	26.979.986.504
	
	

	
	
	
	
	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	
	
	
	
	
	
	
8.149.441.030
	
7.639.377.818
	
7.644.582.504
	
5.204.686
	

	
2
	
14
	
1
	
2
	
02
	

Administrasi Keuangan Pertangkat Daerah
	

Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan
	
Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan
	
12
	
12
	
Kab. Cilacap
	
APBD
	
5.286.207.358
	
5.197.484.146
	
5.152.688.832
	
-44.795.314
	

	
2
	
14
	
1
	
2
	
02
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
	
12
	
12
	
Kab. Cilacap
	
APBD
	
5.286.207.358
	
5.197.484.146
	
5.152.688.832
	
-44.795.314
	



	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	2
	14
	1
	201
	
	Perencanaan,
Penganggaran, dan
	
	
	7
	7
	Kab.
Cilacap
	APBD
	40.000.000
	37.452.500
	37.452.500
	0
	

	
2
	
14
	
1
	
201
	
01
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas KB PP dan PA
(Dokumen)
	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas KB PP dan PA (Dokumen)
	
3
	
3
	
Kab. Cilacap
	
APBD
	
25.000.000
	
22.790.000
	
22.790.000
	
0
	

	
2
	
14
	
1
	
201
	
07
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SAKIP
(Dokumen)
	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SAKIP
(Dokumen)
	
4
	
4
	
Kab. Cilacap
	
APBD
	
15.000.000
	
14.662.500
	
14.662.500
	
0
	

	2
	14
	1
	206
	
	Administrasi Umum
Perangkat Daerah
	
	
	12
	12
	Kab.
Cilacap
	APBD
	926.879.672
	664.337.172
	764.337.172
	100.000.000
	

	
2
	
14
	
1
	
206
	
02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya Alat Tulis Kantor
(bulan)
	Tersedianya Alat Tulis Kantor
(bulan)
	
12
	
12
	Kab. Cilacap
	
APBD
	
126.087.672
	
126.087.672
	
126.087.672
	
0
	

	
2
	
14
	
1
	
206
	
04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Tersedianya Makan Minum Rapat, Karyawan dan Tamu (bulan)
	Tersedianya Makan Minum Rapat, Karyawan dan Tamu (bulan)
	
12
	
12
	
Kab. Cilacap
	
APBD
	
329.792.000
	
321.329.500
	
321.329.500
	
0
	

	
2
	
14
	
1
	
206
	
05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (bulan)
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (bulan)
	
12
	
12
	
Kab. Cilacap
	
APBD
	
51.000.000
	
51.000.000
	
51.000.000
	
0
	

	

2
	

14
	

1
	

206
	

09
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiLuar dan Dalam Daerah
(bulan)
	Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan KonsultasiLuar dan Dalam  Daerah (bulan)
	

12
	

12
	
Kab. Cilacap
	

APBD
	

420.000.000
	

165.920.000
	

265.920.000
	

100.000.000
	

	2
	14
	1
	208
	
	Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
	
	
	12
	12
	Kab.
Cilacap
	APBD
	1.200.922.000
	1.200.922.000
	1.225.922.000
	25.000.000
	

	


2
	


14
	


1
	


208
	


02
	

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (b)
	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air (bulan)
	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
(bulan)
	


12
	


12
	


Kab. Cilacap
	


APBD
	


344.526.000
	


344.526.000
	


369.526.000
	


25.000.000
	Penambahan Anggaran untuk menyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

	
2
	
14
	
1
	
208
	
04
	Penyediaan jasa administrasi keuangan (bulan)
	Terbayarnya Jasa Honorarium PNS dan Non PNS
(bulan)
	Terbayarnya Jasa Honorarium PNS dan Non PNS
(bulan)
	
12
	
12
	
Kab. Cilacap
	
APBD
	
856.396.000
	
856.396.000
	
856.396.000
	
0
	

	2
	14
	1
	209
	
	Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
	
	
	263
	263
	Kab.
Cilacap
	APBD
	695.432.000
	539.182.000
	464.182.000
	-75.000.000
	Refocusing

	


2
	


14
	


1
	


209
	


01
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Terpeliharanya Sarana Prasarana Dinas KB PP dan PA -Kendaraan Roda 4 dan Roada 2
(unit)
	Terpeliharanya Sarana Prasarana Dinas KB PP dan PA -Kendaraan Roda 4 dan Roada 2 (unit)
	


40
	


40
	

Kab. Cilacap
	


APBD
	


525.000.000
	


393.750.000
	


393.750.000
	


0
	



	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
14
	
1
	
209
	
05
	
Pemeliharaan Mebel
	Terpeliharanya Peralatan dan mesin Gedung Kantor
	Terpeliharanya Peralatan dan mesin Gedung Kantor
	
94
	
94
	Kab. Cilacap
	
APBD
	
15.000.000
	
15.000.000
	
15.000.000
	
0
	

	
2
	
14
	
1
	
209
	
06
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Terpeliharanya gedung kantor dan Gudang Alokon
	Terpeliharanya gedung kantor dan Gudang Alokon
	
65
	
65
	Kab. Cilacap
	
APBD
	
55.432.000
	
55.432.000
	
55.432.000
	
0
	

	
2
	
14
	
1
	
209
	
09
	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor
	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor
	
20
	
0
	
Kab. Cilacap
	
APBD
	
100.000.000
	
75.000.000
	
0
	
-75.000.000
	
Refocusing

	
2
	
14
	
2
	
	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	Menurunnya persentase Usia Kawin Pertama yang istrinya di bawah usia 20 tahun
	Menurunnya persentase Usia Kawin Pertama yang istrinya di bawah usia 20
tahun
	
20,2
	
20,2
	
	
	
76.500.000
	
300.990.000
	
300.990.000
	
0
	

	

2
	

14
	

2
	

201
	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam
	Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun
	Jumlah  Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun
	

1
	

1
	
Kab. Cilacap
	

APBD
	

76.500.000
	

73.250.000
	

73.250.000
	

0
	

	

2
	

14
	

2
	

201
	

11
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di KelompokKegiatan Masyarakat Binaan
	Jumlah   Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di KelompokKegiatan Masyarakat Binaan
	

1
	

1
	

Kab. Cilacap
	

APBD
	

25.000.000
	

25.000.000
	

25.000.000
	

0
	

	


2
	


14
	


2
	


201
	


15
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
	


1
	


1
	


Kab. Cilacap
	


APBD
	


51.500.000
	


48.250.000
	


48.250.000
	


0
	

	
2
	
14
	
2
	
202
	
	Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Pendataan Bangga Kencana yang tersusun
	Jumlah Dokumen
Pendataan Bangga Kencana yang tersusun
	
1
	
1
	
Kab. Cilacap
	
DAK
	
0
	
227.740.000
	
227.740.000
	
0
	

	
2
	
14
	
2
	
202
	
11
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
	
1
	
1
	
Kab. Cilacap
	
DAK
	
0
	
52.540.000
	
52.540.000
	
0
	

	

2
	

14
	

2
	

202
	

13
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
	

1
	

1
	

Kab. Cilacap
	

DAK
	

0
	

175.200.000
	

175.200.000
	

0
	

	2
	14
	3
	
	
	PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA
	Persentase jumlah peserta
KB/CPR
	Persentase jumlah
peserta KB/CPR
	74,71
	74,71
	
	
	4.965.626.900
	4.184.065.000
	4.143.330.000
	-40.735.000
	Refocusing



	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	

2
	

14
	

3
	

201
	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan
Budaya Lokal
	Jumlah layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana
	Jumlah layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana
	

58
	

58
	
Kab. Cilacap
	
APBD& DAK
	

4.050.626.900
	

1.905.865.000
	

1.865.130.000
	

-40.735.000
	

	



2
	



14
	



3
	



201
	



01
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	



7
	



7
	



Kab. Cilacap
	



APBD& DAK
	



223.200.000
	



223.825.000
	



183.090.000
	



-40.735.000
	



Refocusing

	




2
	




14
	




3
	




201
	




02
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan BudayaLokal
	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan BudayaLokal
	




1
	




1
	




Kab. Cilacap
	




APBD& DAK
	




1.883.249.750
	




190.000.000
	




114.310.000
	




-75.690.000
	
Di geser anggaraanya ke Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

	




2
	




14
	




3
	




201
	




04
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta MediaLuar Ruang
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta MediaLuar Ruang
	




2
	




2
	




Kab. Cilacap
	




APBD& DAK
	




261.000.000
	




70.640.000
	




70.640.000
	




0
	

	


2
	


14
	


3
	


201
	


05
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
	
	
	


5
	


5
	

Kab. Cilacap
	


APBD
	


35.000.000
	


35.000.000
	


35.000.000
	


0
	



	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	






2
	






14
	






3
	






201
	






06
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	






2
	






2
	





Kab. Cilacap
	






DAK
	






0
	






374.400.000
	






374.400.000
	






0
	

	



2
	



14
	



3
	



201
	



07
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
	



1
	



1
	



Kab. Cilacap
	



DAK
	



1.648.177.150
	



972.000.000
	



1.047.690.000
	



75.690.000
	

	
2
	
14
	
3
	
201
	
08
	Pengendalian Program KKBPK
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK
	
1
	
1
	Kab. Cilacap
	
DAK
	
0
	
40.000.000
	
40.000.000
	
0
	

	
2
	
14
	
3
	
202
	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	Jumlah Tenaga Penyuluh KB / Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) yang terfasilitasi
	Jumlah Tenaga Penyuluh KB / Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) yang
terfasilitasi
	
305
	
305
	
Kab. Cilacap
	
APBD & DAK
	
915.000.000
	
2.278.200.000
	
2.278.200.000
	
0
	

	

2
	

14
	

3
	

202
	

04
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	

305
	

305
	
Kab. Cilacap
	
APBD & DAK
	

915.000.000
	

2.278.200.000
	

2.278.200.000
	

0
	

	2
	14
	3
	
	
	PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA
	Persentase Un Met Need
	Persentase Un Met
Need
	10
	10
	
	
	2.887.258.000
	3.488.584.000
	3.359.234.000
	-129.350.000
	Refocusing

	

2
	

14
	

3
	

203
	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
	Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) yang terfasilitasi
	Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) yang terfasilitasi
	

56
	

56
	

Kab. Cilacap
	

APBD
	

2.887.258.000
	

3.488.584.000
	

3.359.234.000
	

-129.350.000
	

Refocusing



	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	



2
	



14
	



3
	



203
	



01
	Pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan  KB  di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian  Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	



1
	



1
	



Kab. Cilacap
	



DAK
	



0
	



24.300.400
	



24.300.400
	



0
	

	

2
	

14
	

3
	

203
	

03
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode kontrasepsi Jangka Panjang  (MKJP)
	Jumlah      Orang     yang Mengikuti   Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  (MKJP)
	Jumlah      Orang     yang Mengikuti   Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  (MKJP)
	

10550
	

10532
	

Kab. Cilacap
	

APBD & DAK
	

35.500.000
	

3.010.722.600
	

3.005.322.600
	

-5.400.000
	

Refocusing

	

2
	

14
	

3
	

203
	

04
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
	

1
	

1
	
Kab. Cilacap
	

APBD
	

45.000.000
	

34.500.000
	

18.250.000
	

-16.250.000
	

Refocusing

	
2
	
14
	
3
	
203
	
06
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB
	
8
	
8
	Kab. Cilacap
	APBD& DAK
	
131.418.000
	
67.596.000
	
67.596.000
	
0
	

	



2
	



14
	



3
	



203
	



08
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan  Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	



1
	



1
	


Kab. Cilacap
	



DAK
	



29.700.000
	



3.000.000
	



3.000.000
	



0
	

	



2
	



14
	



3
	



203
	



10
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	



162
	



81
	


Kab. Cilacap
	



APBD
	



133.050.000
	



15.000.000
	



7.300.000
	



-7.700.000
	



Refocusing

	

2
	

14
	

3
	

203
	

11
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	Jumlah	Laporan Dukungan		Operasional Pelayanan KB Bergerak
	Jumlah	Laporan Dukungan Operasional
Pelayanan KB Bergerak
	

1
	

1
	
Kab. Cilacap
	

APBD
	

2.459.050.000
	

308.900.000
	

208.900.000
	

-100.000.000
	

Refocusing



	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	

2
	

14
	

3
	

203
	

12
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
	
Jumlah Orang yang Mengikuti    Promosi dan Konseling   KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
	

370
	

370
	

Kab. Cilacap
	

APBD
	

53.540.000
	

24.565.000
	

24.565.000
	

0
	

	2
	14
	3
	
	
	PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA
	Persentase jumlah peserta
KB/CPR
	Persentase jumlah
peserta KB/CPR
	74,71
	74,71
	
	
	1.335.765.000
	2.886.750.000
	2.886.750.000
	
	

	



2
	



14
	



3
	



204
	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
	



163
	



163
	


Kab. Cilacap
	


APBD & DAK
	



1.335.765.000
	



2.886.750.000
	



2.886.750.000
	



0
	

	




2
	




14
	




3
	




204
	




03
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB
	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB
	




163
	




163
	



Kab. Cilacap
	



APBD & DAK
	




1.335.765.000
	




2.886.750.000
	




2.886.750.000
	




0
	

	

2
	

14
	

4
	
	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	Persentase desa/Kelurahan yang memiliki Tribuna Keluarga Berencana Aktif
	Persentase desa/Kelurahan yang memiliki Tribuna Keluarga Berencana Aktif
	

75
	

75
	
	
	

644.800.000
	

8.568.125.000
	

8.549.425.000
	

-18.700.000
	

	
2
	
14
	
4
	
201
	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan
	Jumlah peserta pembinaan dan Pelatihan Tribina (BKB,BKR,BKL)
	Jumlah peserta pembinaan dan Pelatihan Tribina (BKB,BKR,BKL)
	
1264
	
1264
	
Kab. Cilacap
	
APBD & DAK
	
644.800.000
	
8.568.125.000
	
8.549.425.000
	
-18.700.000
	
Refocusing



	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	







2
	







14
	







4
	







201
	







01
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina  Keluarga  Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi  dan Konseling Remaja (PIK- R)  Bina  Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk
	







180
	







180
	







Kab. Cilacap
	







APBD
	







68.400.000
	







35.000.000
	







35.000.000
	







0
	

	



2
	



14
	



4
	



204
	



02
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,  BKR,  BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	



15
	



15
	


Kab. Cilacap
	


APBD & DAK
	



216.000.000
	



290.000.000
	



290.000.000
	



0
	

	



2
	



14
	



4
	



201
	



04
	Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,  BKR,  BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	



1
	



1
	



Kab. Cilacap
	



APBD
	



360.400.000
	



38.025.000
	



19.325.000
	



-18.700.000
	



Refocusing

	




2
	




14
	




4
	




201
	




05
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,  BKR,  BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	




4
	




4
	



Kab. Cilacap
	




DAK
	




0
	




8.205.100.000
	




8.205.100.000
	




0
	



	
Kode Rekening
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Capaian Kinerja
	Target Capaian
	
Lokasi
	Sumber Dana
	
RKPD (Rp)
	
APBD (Rp)
	Setelah Perubahan (Rp)
	Tambah/Kura ng (Rp)
	
Keterangan

	
	
	Sebelum
	Sesudah
	Sebelum
	Sesudah
	
	
	
	
	
	
	

	

2
	

14
	

4
	
	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA
(KS)
	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Aktif
	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Aktif
	

60
	
60
	
	
	

337.140.000
	

95.675.000
	

95.675.000
	

0
	

	



2
	



14
	



4
	



202
	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
	Jumlah peserta pengembangan PIK R, UPPKS, saka Kencana dan Genre
	Jumlah peserta pengembangan PIK R, UPPKS, saka Kencana dan Genre
	



321
	



321
	


Kab. Cilacap
	



APBD
	



337.140.000
	



95.675.000
	



95.675.000
	



0
	

	





2
	





14
	





4
	





202
	





02
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program  Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	





1
	





1
	





Kab. Cilacap
	





APBD
	





44.000.000
	





30.000.000
	





30.000.000
	





0
	

	





2
	





14
	





4
	





202
	





03
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah   Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,  BKR,  BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	





24
	





24
	





Kab. Cilacap
	





APBD
	





293.140.000
	





65.675.000
	





65.675.000
	





0
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15. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten

(2)

3)

Cilacap Tahun 2022 merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2017-2022 dan Perubahan RKPD
Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA)
Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;

2. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;

3. Perubahan Renja Inspektorat;

4. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan,;

Perubahan Renja Dinas Kesehatan;

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang;

7. Perubahan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air;

8. Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan;

9. Perubahan Renja Dinas Sosial;

10. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;

12. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan
Pecatatan Sipil;

13. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;

14. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Perubahan Renja Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

16. Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata;

17. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

18.Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan;

19. Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah;

20.Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan
Perindustrian;

oo
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21.
22

23.
24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.
ai
32.
a8
34,
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42,
43,
44
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Perubahan Renja Dinas Pertanian,

- Perubahan Renja Dinas Pangan dan Perkebunan;

Perubahan Renja Dinas Perikanan;

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan
Informatika;

Perubahan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

Perubahan Renja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

Perubahan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

Perubahan Renja Badan  Penanggulangan
Bencana Daerah;

Perubahan Renja Kecamatan Adipala;

. Perubahan Renja Kecamatan Bantarsari;

Perubahan Renja Kecamatan Binangun;
Perubahan Renja Kecamatan Cilacap Selatan;
Perubahan Renja Kecamatan Cilacap Tengah;
Perubahan Renja Kecamatan Cilacap Utara;
Perubahan Renja Kecamatan Cimanggu;
Perubahan Renja Kecamatan Cipari;
Perubahan Renja Kecamatan Dayeuhluhur;
Perubahan Renja Kecamatan Gandrungmangu;
Perubahan Renja Kecamatan Jeruklegi;
Perubahan Renja Kecamatan Kampunglaut;
Perubahan Renja Kecamatan Karangpucung;
Perubahan Renja Kecamatan Kawunganten;

. Perubahan Renja Kecamatan Kedungreja;

Perubahan Renja Kecamatan Kesugihan:
Perubahan Renja Kecamatan Kroya;
Perubahan Renja Kecamatan Majenang;
Perubahan Renja Kecamatan Maos;
Perubahan Renja Kecamatan Nusawungu;
Perubahan Renja Kecamatan Patimuan,;
Perubahan Renja Kecamatan Sampang;
Perubahan Renja Kecamatan Sidareja;
Perubahan Renja Kecamatan Wanareja.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2022 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN
BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BABIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

BABIV PENUTUP
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Diundangkan di Cilacap

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renja
Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
X, X1V, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLII, XLIV, XLV,
XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LIII Peraturan
Bupati ini.

(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2022 beserta dokumen Perubahan
Renja Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini, merupakan satu kesatuan dengan Renja
Perangkat Daerah dan dokumen Renja Perangkat
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal F6 AUG 2022

BUPATFCILACAP,

pada tanggal 26 AU 2822

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

WALUDDIN MUURI

o, 2
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR x%';a
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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Cilacap nomor : 050/ 01496/37/CLP
tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah tahun 2022, maka tiap OPD menetapkan Perubahan Rencana
Kerja (Renja). Perubahan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah
(Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD setelah perubahan
dan merupakan penjabaran dari RPJMD. Adapun penyusunan perubahan Renja
OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Perubahan Renja Dinas KB PP PA tahun 2022 tidak terlepas dari
Renstra Dinas KB PP PA 2017-2022. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang
dilaksanakan Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap pada tahun 2022,
diantaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten
Cilacap Tahun 2017-2022. Serta peningkatan peran perencanaan pembangunan
dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

Dengan tersusunnya perubahan Rencana Kerja ini, diharapkan akan
dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas KB PP PA
Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang akan
meningkatkan kinerja instansional dan bermanfaat bagi masyarakat di
Kabupaten Cilacap.

Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi
tingginya kepada seluruh aparatur Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap yang
telah bekerja keras dan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2022,

Cilacap, Agustus 2022

Pit. KEPALA DINAS KB PP PA
KABUPATEN CILACAP

¢ ; INISTRASI UMUM

ATEN CILACAP

NIP. 19691113 199001 1 001

i
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BAB IV
PENUTUP

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Cilacap dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk tetap
mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang ada dan berorientasi
terhadap pemecahan masalah dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika
yang berkembang di masyarakat.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini
berpedoman pada Renstra dan Renja 2022 Dinas KB PP PA Kabupaten
Cilacap serta RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Program dan
Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan perubahan renja ini digunakan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta dijadikan sebagai bahan dan
sarana peningkatan kinerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap.

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan rencana kerja Tahun 2022
ini, diharapkan dapat digunakan pedoman dan arah bagi para pimpinan
manajemen dan seluruh aparatur Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam pengambilan

keputusan serta acuan penyusunan rencana di masa yang akan datang.

Cilacap, Agustus 2022

DINAS KB PP PA
IMINISTRASI UMUM

NIP. 19691113 199001 1 001

BUPAT CILACAP,

TATTO SU PAMUJI

45
PERUBAHAN RENJA DINAS KB PP PA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022
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BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh
dua (18-08-2022) bertempat di Ruang Rapat Stikes Graha Mandiri Cilacap (Kantor
Sementara Bappeda Kabupaten Cilacap) telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan
Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap Tahun 2022
yang dihadiri oleh pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi perencanaan pada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas KB, PP dan PA dan Tim Verifikasi
Rancangan Perubahan Renja Tahun 2022.

Adapun hasil verifikasi sebagaimana tertuang dalam Lembar Verifikasi Rancangan
Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah terlampir.

Para pemangku kepentingan mewakili Perangkat Daerah menerima Hasil
Verifikasi untuk dijadikan sebagai bahan penyempurnaan dan sebagai pedoman saat
penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana

mestinya.
Kepala Bidang Pemkesra
Perangkat Daerah Koordinatog Tim
WALUYO.S.Kom AMIN MUHTANA, SKM, M.Kes
NIP. 19751020 201001 1 011 NIP. 19690318 199203 1 005
T ————
resncicioo . DINAS KB P pa |

Pacioog 26 AGUSTUS 2022
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LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas KB, PP dan PA

Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Bab / Sub Bab

Kesesuaian
Sistematika
Renja

Ada | Tidak

Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Perubahan Renja

BAB | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

e Narasi Dasar / Penyebab
Perubahan Renja

1.2. Landasan Hukum

« Narasi daftar undang-
undang, peraturan
pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan
peraturan lainnya yang
terkait Renja

Landasan hukum disesuaikan template.nomor 31 dan 32
disesuaikan dengan OPD masing masing

1.3. Maksud dan Tujuan

e Narasi maksud dan tujuan
dari penyusunan
Perubahan Renja
Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

e Narasi sistematika
penulisan Perubahan
Renja Perangkat Daerah,
serta garis besar isi
dokumen

BAB Il. EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA PD
SAMPAI DENGAN
TRIWULAN Il TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah
s.dTWII

o Narasi Tujuan evaluasi
kinerja pelaksanaan
Renja

e Tabel 2.1 Rekapitulasi
Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah
sdTWII

e Narasi Penjelasan Tabel;
permasalahan dan
hambatan
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Kesesuaian

Bab / Sub Bab Sis:emn;‘laﬁka Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Perubahan Renja
Ada | Tidak
22 lsu-lsu Penting
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Perangkat
Daerah
e Sejauh mana tingkat kinerja \ Tabel 2.2 dihapus saja. Dimulai dari narasi Adapun
pelayanan PD dan hal kritis pencapaian.....dihapus
yang terkait dengan
pelayanan PD
e Permasalahan dan
hambatan yang muncul
BAB lil. RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN
e Narasi Program dan \ Target yang ada penambahan/berkurang anggaran agar
Kegiatan difokuskan untuk disesuaikan (pokir dil)
menunjang capaian Disesuaikan dengan template RKPD perubahan 22
indikator..
e Tabel 3.1 Rencana Ada tambahan pokir 100 jt dan listrik 25 jt
Program dan Kegiatan Total tambah/kurang diberi rumus
ﬁg": l;erutz:gg;n Renja Ada ketidaksesuaian sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan
. d'a ":" fkan ¢ ¢ Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
(‘@“‘-‘Q‘—g—‘.} ! ert — ar; S it Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan
capaian outcome aan output
CELfial JUleuie Del il Kabupaten/Kota (RKPD) dengan
setelah perubahan)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota (renja -DAK OPD) karena pemetaan
nomenklatur. Konfirmasi dengan bidang program
Indikator dan satuan sub kegiatan disesuaikan dengan kepmen
050/5889
BAB IV. PENUTUP
e Memuat Catatan Penting v
yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya
maupun seandainya
ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan
kebutuhan
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Catatan dan Arahan Perbaikan Lainnya

Uraian

Catatan / Perbaikan

Penutup
Dikembalikan setelah
direvisi tgl 23 agustus
2022

Footnote disesuaikan
rancangan akhir

Dan yang
dikumpulkan renja
perubahan

Cilacap, Agustus 2022

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
CILACAP

BINTANG DWI CAHYONO, A.P., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19741028 199311 1 001

BUPATI CILACAP,

Paraf TATTO SUWARTO PAMUJI

Cilacap, Agustus 2022
Verifikator,

BINA MARIANA, S.T., M.Eng.
NIP. 19830228 201001 2 019
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Menimbang

Mengingat

BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI CILACAP,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 356 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
menyebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dijadikan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah;

bahwa dalam rangka mewujudkan konsistensi,
keselarasan dan kesinambungan perencanaan
pembangunan daerah Tahun 2022 serta menindaklanjuti
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Cilacap Tahun 2022, maka Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022, perlu
untuk diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
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13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 110);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2008 Nomor 31);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun
2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor
154).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor
87 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2021 Nomor 87), diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cilacap sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

. Bupati adalah Bupati Cilacap.

.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cilacap untuk periode tahun 2005-2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2017-2022.

7.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Cilacap adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yaitu 2022.

8. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat Perubahan
RKPD Kabupaten Cilacap adalah Dokumen Perubahan
Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode
5 (lima) tahun yaitu 2017-2022.

10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

11. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah
dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka -
mencapai hasil (outcome) suatu program.

14. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
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